


BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Datarn laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang
berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspekiasi dan kebutuhan dari pengguna
layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan
dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pslayanan publik yang teriulis
dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaiiu
asas partisipatif. Asas parfisipatif selanjutnya diafur dalam bab khusus
Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pslayanan Publik pada
Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tsntang Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birckrasi (Kemenierian PANREB) sebagai pembina pelayanan publik
nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat
dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik.
Salah satu insfrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang
lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan
Masyarakat meropakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tenfang tingkat
kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan vyang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk
mendorong parfigipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
kinerja penyslenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan
menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk
mengukur kecenderungan fingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
publik. Urtuk mencapai berbagai tujuan fersebut, maka Inspekiorat Kota

1



Pontianak periu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil findak lanjut
sesuaj dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses
continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada
akhimya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik,







Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Petaksanaan SKM

Waktu
PROGRAM / PENANGGUNG
NO|  UNSUR KEGIATAN T JAWAB
Peningkatan
, SARANADAN | ki alitas Sarana Sekretaris
PRASARANA dan Prasarana
Pelayanan Publik
PRODUK .
Peningkatan
2 SPESIFIKASH Kualitas Pelayanan Sekretaris
JENIS Publik
PELAYANAN
Peaningkatan
WAKTU : i
3 Sekretaris
PENYELESAIAN Efisiens| Waldu

Pelayanan Publik







BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, Inspektorat Kota
Pontianak telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase
dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
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